Kontrak Kerja Sama
ANTARA

BALAI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIEAN PROVINST NUSA
TENGGARA BARAT
DENGAN
5D NEGERI 1 KELANJUR

NOMOR : PM2.227./B7.15/5T.2.05/2025
NOMOR :08/421.2/5D/KKS5/VIII/2025
TENTANG
PENGELOLAAN DANA PELATIHAN PEMBELAJARAN MENDALAM (PM) BAGI
KEPFALA SEKOLAH DAN GURU DI
5D NEGERI 1 KELANJUR

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh lima bulan delapan tahun dua ribu dua
puluh lima [25-08-2025) diadakan Kontrak Kerja Sama pelaksanaan pelatihan
Permbelajaran Mendalam untuk Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga
Kependidikan antara:

1. Nama : Muhammad Irawan Prasetyo
NIP » 198606172014041 003
[abatan : Pejabat Pembuat Komitmen [PPK)
Alamat Jalan Gajahmada No 173 Jempong Baru, Kec

Sekarbela, Kota Mataram, NTE, Kode Pos B3116

Bertindalk untuk dan atas nama Balai Guru dan Tenaga Kependidikan [BGTK)
Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
vang selanjutnya disebut PIHAK KESATL.

2. MNama : ATIM,5.Pd.5D
Jabatan : KEPALA SEKOLAH
Alamai : Setenggor Praya barat daya

Bertindak untult dan atas nama peserta 5D NEGRI 1 KELANJUR yang
selanjumya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama
disebut PARA PIHAK dengan terlehih dahulu menerangkan hahwa:

1. PIHAK KESATU mewakili unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat
Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru selaku PPE

2. PIHAK KEDUA merupakan Kepala/pimpinan ATIM 5.Pd.5D



Sepakat untuk mengadakan Kontrak Kerja Sama tentang Pelaksanaan
Pelatihan FPembelajaran Mendalam [Pelatihan PM]) bagi Kepala 5ekolah dan

Gury, dengan kKetentuan schagal berikut:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

(1] Kontrak Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mensinergikan tanggung
Jawab bagi PARA PIHAK dalam mengelola dana Pelatihan PM bagi Kepala
Sekolah dan Guru;

[2] Tujuan dari Kontrak Kerja Sama ini sebagai landasan hulum bagi
pengelolaan dana dalam penyelenggaraan Pelatihan PM bagi Kepala
Sekolah dan Guru,

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup kontrak kerja sama ini meliputi kegiatan:
a. Pembiavaan penyelenggaraan Pelatihan PM bagl Kepala Sekolah dan Guru;
b. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki PARA PTHAE.

Pasal 3
Bentuk Kerja Sama dan Sasaran

Bentuk kerja sama adalah pengelolaan dana pelaksanaan Pelatihan PM bagi

Kepala Sekolah dan Guru melalui pendidikan dan pelatihan dengan target

SASATAN

a. Satuan Pendidikan PAUD, SLB dan PNF dapat Mendaftarkan 1 orang
kepala sckolah dan 2 orang guru

b. Satuan Pendidikan 5D dapat mendaftarkan 1 orang Kepala Sekolah, satu
Guru Kelas atas dan 1 Guru Kelas Bawah

. Satuan Pendidikan 5MP, SMA dan SMEK dapat mendaftarkan 1 orang
Sepala  Sekolah dan 3 gura dengan rumpun  MIPA, IPS  dan
Humaniora/Terapan

Pasal 4
Tugas dan Tanggung |awahb

[1] PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a. menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) PNEP Fungsional Pelatihan

PM bagi Kepala Sekolah dan Guru yang terdiri dari komponen biaya
pelatihan antara lain belanja bahan, honor output kegiatan dan belanja



k.

il.

h.

jasa profesi sebagal pembentuk tarif PMBP Fungsional. Komponen biaya
tersebut tidak termasuk biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi;
menyusun RAR pembiayaan di luar komponen PNBP Fungsional atas
layanan PNBF bagi Kepala Sekolah dan Guru yang meliput antara lain
belanja konsumsi bagi peserta, penceramah, pengajar dan panitia serta
perjalanan dinas dan akomodasi (jika diperlukan) bagi penceramah,
pengajar dan panitia. Biaya pelatihan di luar komponen PNBP
Fungsional atas layvanan PNEBP akan disetorkan oleh PIHAK KEDUA ke
rekening RPL;

membuka rekening penerimaan PNBF dan rekening RFL vang
digunakan untuk penerimaan setoran schagaimana dimaksud pada
pasal 4 ayat (1] hurufa dan b dari PIHAK KEDUA;

melakukan proses penyetoran ke Kas Negara atas komponen PNEP
Fungsional dan pengajuan Maksimum Pencairan (MP) serta proses
pencairan/pengelolaan dana PNBP dari PIHAK KEDUA;

. melakukan pembayaran untuk biaya schagalmana dimaksud pada

pasal 4 ayat (1) huruf b melalui rekening RPL;

menyelenggarakan Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Gura sesuai
dengan struktur program yang telah ditetapkan;

menylapkan dan menyampalkan Kuitansi tanda terima pembayaran
biaya Pelathan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru kepada PIHAK
KEDUA;

menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pelatihan PM bagi Kepala
Sekolah dan Guru kepada PIHAK KEDUA; dan

Mengadministrasikan dan menyimpan seluruh bulkti
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pelathan PM bagi Kepala
Sekolah dan Guru.

(2] PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawalb:

.

mengalokasikan biaya Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru
yang meliputi tarif PNEP Fungsional dan biaya di luar komponen PNEFP
Fungsional atas layanan PNBP sesual kontrak kerja sama yang
disepakati oleh PARA FIHAK;

melakukan pembayaran komponen pendanaan PNBP fungsional dan
Komponen di luar PNBP Fungsional kepada PIHAK KESATU melalui
Bendahara Penerimaan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dan ketentuan yang berlaku terkait PNBP kepada PIHAK
KESATU melalul rekening RPL (Kode Virtual Account pembayaran];
mengalokasikan  dan  melakukan pembayaran langsung untuk
transport dan penginapan peserta Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah
dan Gury, sesuai kebutuhan kegiatan dan ketersedlaan anggaran;
menerima kuitansi tanda terima pembayaran biaya Pelatihan PM bagi
Kepala Sekolah dan Guru dari PIHAK KESATI]; dan



e. menerima laporan hasil pelaksanaan Pelatihan PM bagl Kepala Sekolah
dan Guru dari PTHAK KESATLU.

Pasal 5
Pembiayaan

{1) Sumber pembiavaan pelaksanaan PPelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan

(2]

(%)

1)

(2]
(3]
(4]

Guru berasal dari Satuan Pendidikan berasal dari Dana BOS Kinerja/ BOS
Reguler dengan mekanisme PNBP yvang dikelola oleh PINAK KESATL;
Biaya pelatihan sebagaimana dimalsud belum termasuk akomodasi dan
transportas] peserta yang akan ditanggung oleh Dana BOS Kinerja/ BOS
Reguler
Besaran total keseluruhan biaya Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan
Guru sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2] dan ayat (3] adalah
gsebesar I p.5.996.350 dengan rincian sebagai berikut :
a. Biava PNBF Fungsional yang akan disetorkan ke kas negara sebesar
R 223000
b. Biaya di luar komponen PNBP Fungsional atas layanan FNBP sebesar
Rp.3.772.350

Pasal &
Tata Cara Pembayaran

PIHAK KEDUA wajib membayar lunas biaya pelaksanaan Pelatihan FM bagi
Kepala Sekolah dan Guru dengan mekanisme PNBP fungsional dan
komponen di luar PNBP fungsional kepada PIHAK KESATU melalui transfer
ke rekening bendahara dengan rincian sebagai berikut:

Kode VA pembayaran : 8658150205129202

Bank : Mandiri

FIHAK KESATU akan melakukan penyetoran ke kas negara melalui
rekening RPL atas komponen PNEP Fungsional.

Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2] Menyelesaikan
Proses Pembayaran paling lambat hari ke-3 (tiga) Sebelum IN 1 berjalan;
PIHAK KESATU akan mengembalikan sisa dana Pelatihan PM bagi Kepala
Sekolah dan Guru pada rekening RPL (jika ada) ke Kas Negara pada akhir
pelaksanaan pelatihan.



Pazal ¥
Ketentuan Pajak

Pembayaran pajak yang diakibatkan oleh pelaksanaan Kontrak Kerja Sama ini
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal B8
Jangka Waktu

Kontrak Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh PARA
PIHAK sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan IN 2 selesal.

Paszal9
Sanksi

Apabila PARA PIHAK tidak melaksanakan kewajiban yang diatur pada kontrak
kerja sama ini, maka akan diberikan sanksi sesual ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 10
Keadaan Kahar {(Force Majeure)

[1] Yang dimaksud keadaan kahar (Force Majeure) adalah peristiwa sepert:
bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir), kebakaran, perang,
huru-hara, pemogokan, pemberontakan, dan epldemi yang secara
keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian kegiatan,

(2] Apabila terjadi keadaan kahar (Force Majeure) sebagaimana dimaksud pada
ayvat [1) maka pihak yang terkena keadaan kahar (Force Majeure)
wajib memberitahukan kepada pihak lain disertai sural keterangan vang
mendukung terjadinya keadaan kahar dari pihak yang berwenang.

Pasal 11
Penyelesaian Perselisihan

Segala perselisihan yvang timbul akibat pelaksanaan Kontrak Kerja Sama ini
yang langsung mempengaruhi pelaksanaan Kontrak Kerja 5ama maka PARA
PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 12
Pemberitahuan

setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan kontrak inl wajib diberilsan
secara tertulis oleh PARA PIHAK dengan alamat sebagai berikut:



PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
BGTK Provinsi Nusa Tenggara 5D NEGERI 1 KELANJUR
Barat

PPK KEPALA SEKOLAH
Jalan Gajahmada Ne 173 Jempong Jalan
Baru, Kec. Sekarbela, Kota Montong

Mataraim sapah
No Telp (0370) 620870 Nao Telp
Surel 081239414
betknth@E@ kemendikdasmen.goid 116
Surel
sdnkelanjur
@gmail.co
m

Setisp perubahan dan penggantian dari alamat-alamat tersebut di atas,
wajib diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang satu kepada pihak
vang lain.

Pasal 13

lLain-lain

(1) PARA PIHAK harus memastikan jumlah peserta sasaran yang akan
mengikuti Pelatihan PM.

(2] Apabhila sasaran yang mengikuti Pelatihan PM berkurang dari target dengan
alasan apapun setelah dana PNBP fungsional disetorkan ke Kas Negara,
maka biaya yang telah dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA tidak dapat
dikembalikan dan diakui sebagai pendapatan Negara.

Pasal 14
Penutup

Kontrak Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 {dua) asli pada kertas bermeterai
cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang
samd bagi PARA PIHAK.

PIHAK KESATU 21 1
T - = -
K P ool CTRuMPEL ﬂ‘
i A
Muhammad Irawan Prasetyo HTRE Y Alm,S.Pd.

MIP19860617 2014041003 NIP, 196712311924031113



Kontrak Kerja Sama
ANTARA

BALAI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT
DENGAN
5D NEGERI 1 KELANJUR

NOMOR : PM2.227./B7.15/ST.2.05/2025
NOMOR  :08/421.2/SD/KKS/VIIl/2025
TENTANG
FPENGELOLAAN DANA PELATIHAN PEMBELAJARAN MENDALAM (PM) BAGI
KEPALA SEKOLAH DAN GURL D1
SDNEGERI 1 KELANJUR

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh lima bulan delapan tahun dua ribu dua
puluh lima [25-08-2025) diadakan Kontrak Kerja Sama pelaksanaan pelatihan
Pembelajaran Mendalam untuk Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga
Kependidikan antara:

1. Nama : Muhammad Irawan Prasetyo
NIP : 198606172014041003
Jahatan  : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Alamat Jalan Gajahmada Ne 173 Jempong Baru, Kec

Sekarbela, Kota Mataram, NTB, Kode Pos 83116

Berdndak untuk dan atas nama Balai Guru dan Tenaga Kependidilan (BGTK)
Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama  ATIM,5.Pd.5D
Jabatan : KEPALA SEKOLAH
Alamat : Setenggor Praya barat daya

Bertindak untuk dan atas nama peserta 5D NEGRI 1 KELANJUR yang
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATL dan PTHAK KEDIJA secara bersama-sama
disebut PARA PIHAK dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. FIHAK KESATU mewakili unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat
Jenderal Gury, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru selaku PPE.

2. PIHAK KEDUA merupakan Kepala/pimpinan ATIM. 5. Pd.5D



Sepakat untuk mengadakan Kontrak Kerja Sama tentang Pelaksanaan
Pelatihan Pembelajaran Mendalam ([Pelatihan PM) bagi Kepala Sekolah dan

Guru, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

(1) Kontrak Kerja Sama inl dimaksudkan untuk mensinergikan tanggung
jawah hagl PARA PIHAK dalam mengelola dana Pelatihan PM bagi Kepala
Selkolah dan Guru;

[2] Tujuan dari Hontrak Kerja Sarma ini sebagal landasan hukum bagi
pengelolaan dana dalam penyelenggaraan Pelatihan PM bagi Kepala
Sekolah dan Guru.,

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup kontrak kerja sama ini meliputi kegiatan:
a. Pembiayaan penyelenggaraan Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru;
b. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.

Pasal 3
Bentuk Kerja Sama dan Sasaran

Bentuk kerja sama adalah pengelolaan dana pelaksanaan Pelatihan PM bagi

Kepala Sekolah dan Guru melalui pendidikan dan pelatihan dengan target

sasaran

a. Satuan Pendidikan PAUD, SLB dan PNF dapat Mendaftarkan 1 orang
kepala sekalah dan 2 orang guru

b. Satuan Pendidikan 5D dapat mendafrarkan 1 orang Kepala Sekolah, satu
Guru Kelas atas dan 1 Guru Kelas Bawah

c. Satuan Pendidikan SMP, SMA dan SMK dapat mendaftarkan 1 orang
Sepala Sekolah dan 3 pguru dengan rumpun MIPA,  IPS  dan
Humaniora/Terapan

Pasal 4
Tugas dan Tanggung [awahb

(1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a. menyusun Rencana Anggaran Biava (RAEB) PNEFP Fungsional Pelatihan

PM bagi Kepala Sekolah dan Guru vang terdiri dari komponen biaya
pelatihan antara lain belanja bahan, honor output kegiatan dan belanja



h.

jasa profesi sebagai pembentuk tarif PNBP Fungsional. Komponen biaya
tersebut tidak termasuk biayva transportasi, akomaodasi, dan konsumsi;

. menyusun RAB pembiayaan di luar kemponen PNEP Fungsional atas

layanan PNBP bagi Kepala Sekolah dan Guru yang meliputi antara lain
belanja konsumsi bagi peserta, penceramah, pengajar dan panitia serta
perjalanan dinas dan akomodasi (jika diperlukan) bagi penceramah,
pengajar dan panitia. Blaya pelatihan di luar komponen PNBP
Fungsional atas layanan PNBP akan disetorkan oleh PIHAK KEDUA ke
rekening RPL;

membuka rekening penerimaan PNBEP dan rekening RPL vang
digunakan untuk penerimaan setoran sebagaimana dimaksud pada
pasal 4 ayat (1} huruf a dan b dari PIHAK KEDUA;

. melakukan proses penyetoran ke Kas Negara atas komponen PNBP

Fungsional dan pengajuan Maksimum Pencairan [MP] serta proses
pencairan/pengelolaan dana PNEP dari PIHAK KEDUA;

. melakukan pembayaran untuk biaya sebagaimana dimaksud pada

pasal 4 ayat (1) huref b melalui rekening RPL;
menyelenggarakan Pelatihan PM bagi Kepala Sskolah dan Guru sesuai
dengan struktur program yang telah ditetapkan;

. menyiapkan dan menyampaikan kuitansi tanda terima pembayaran

biaya Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru kepada PIHAK
KEDLA;

menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pelatihan PM bagi Kepala
Sekolah dan Guru kepada PIHAK KEDUA; dan

Mengadministrasikan dan menyimpan seluruh bulct
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pelatdhan PM bagi Kepala
Sekolah dan Guruy.

[Z] PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan anggung jawab:

A.

mengalokasikan biaya Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru
yvang meliputi tarif PNBF Fungsional dan biaya di luar komponen PNEP
Fungsional atas layanan PNBFP sesual kontrak kerja sama yang
disepakati oleh PARA PIHAK;

melakukan pembayaran komponen pendanaan PNBP fungsional dan
Komponen di luar PNBP Fungsional kepada PIHAK KESATU melalui
Bendahara Penerimaan sesual dengan peraturan perundang-
undangan dan ketentuan yvang berlaku terkait PNEP kepada PIHAK
KESATU melalui rekening RPL (Kode Virtual Account pembayaran];
mengalokasikan dan melakukan pembayaran langsung untuk
transport dan penginapan peserta Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah
dan Cury, sesuai kebutuhan keglatan dan ketersedlaan anggaran;
menerima kuitansi tanda terima pembayaran biaya Pelatihan PM bagi
Hepala Sekolah dan Guru dari PTHAK KESATII; dan



e, menerima laporan hasil pelaksanaan Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah
dan Guru dari PIHAK KESATU,

Pasal 5
Pembiayaan

(1] Sumber pembiayaan pelaksanaan Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan

[£]

(3]

(11

(2}
(4]
(4}

Guru berasal dari Satuan Pendidikan berasal dari Dana BOS Kinerja/ BOS
Reguler dengan mekanisme PNEP yang dikelola oleh PIHAK KESATL,
Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud belum termasuk akomaodasi dan
transportasi peserta yvang akan ditanggung oleh Dana BOS5 Kinerja/ BOS
Reguler
Besaran total keseluruhan hiaya Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan
Guru sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) dan ayat [3) adalah
sebesar Rp.5.996.350 dengan rincian sebagai berikut :
a. Biaya PNBP Fungsional yang akan disetorkan ke kas negara sebesar
Rp.2.223.000
b. Hiaya di luar komponen PNBP Fungsional atas layanan PNEF sebesar
Rp.3.772.350

Pasal 6
Tata Cara Pembayaran

PIHAK KEDUA wajib membayar lunas biaya pelaksanaan Pelatihan PM bagi
Kepala Sekolah dan Guru dengan mekanisme PNBP fungsional dan
komponen di luar PNEP fungsional kepada PIHAK KESATU melalui ransfer
ke rekening bendahara dengan rincian sebagai berikut:

Kode VA pembayaran : B658150205129202

Bank : Mandiri

PIHAK KESATU akan melakukan penvetoran ke kas negara melalui
rekening RPL atas komponen PNBP Fungsional.

Pembayaran sebagalimana dimaksud pada ayat (1] dan (2) Menyelesalkan
Proses Pembayaran paling lambat hari ke-3 (tiga) Sebelum IN 1 berjalan;
PIHAK KESATU akan mengembalikan sisa dana Pelatihan PM bagi Kepala
Sekolah dan Guru pada rekening RPL (jika ada) ke Kas Negara pada akhir
pelaksanaan pelatihan.



Pasal 7
Ketentuan Pajak

Pembayaran pajak yang diakibatkan oleh pelaksanaan Kontrak Kerja Sama ini
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
Jangka Waktu

Kontrak Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh PARA
PIHAK sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan IN 2 selesai.

Pasal 9
Sanksi

Apabila PARA PIHAK tidak melaksanakan kewajiban yang diatur pada kontrak
keria sama ini, maka akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 10
Keadaan Kahar (Force Majeure)

(11 Yang dimaksud keadaan kahar (Force Majeure) adalah peristiwa seperti:
bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir), kebakaran, perang,
huru-hara, pemopokan, pemberontakan, dan epidemi wyang secara
keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian kegiatan.

(2] Apabila terjadi keadaan kahar (Force Majeure] sebagaimana dimalesud pada
ayat [1) maka pihak yang terkena keadaan kahar (Force Majeure]
wajib memberitahukan kepada pihak lain disertai surat keterangan yvang
mendukung terjadinya keadaan kahar dari pihak yang berwenang.

Pasal 11
Penyelesaian Perselisihan

Sepala perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Kontrak Kerja Sama ini
yvang langsung mempengaruhi pelaksanaan Kontrak Kerja Sama maka PARA
PITHAK akan menyelesailkan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 12
Pemberitahuan

Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan kontrak ini wajib diberikan
secara tertulis oleh PARA PIHAK dengan alamat sebagai berikut:



PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
BGTK FProvinsi Nusa Tenggara SDNEGERI1 KELAN[UR
Barat

PPK KEPALA SEKOLAH
Jalan Gajahmada No 173 Jempong Jalan
Baru, Kec.  Sekarbela, Kota Montong

Mataram sapah
Mo Telp (0370) 620870 Na Telp
Surel 081239214
bgtknth@kemendikdasmen.go.id 116
Surel
stdnkelanjur
@gmail.co
1

Setiap perubahan dan penggantian dari alamat-alamat tersebut di atas,
walib diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang satu kepada pihak
yang lain.

Pasal 13

Lain-lain

(1] PARA PIHAK harus memastikan jumlah peserta sasaran wvang akan
mengikuti Pelatihan PM.

{2) Apabila sasaran yang mengikuti Pelatihan PM berkurang dari target dengan
alasan apapun setelah dana PNBP fungsional disetorkan ke Kas Negara,
maka blaya vang telah dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA ridak dapat
dilkernbalikan dan dialkui sebagai pendapatan Negara.

Pasal 14
Penutup

Kontrak Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asll pada kertas bermeterai
cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyal kekuatan hukum yang
sama bagi PARA PIHAK.
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